
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dasar hukum mengenai kepemilikan senjata api bagi warga, yaitu,

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan

pemberian izin pemakaian senjata api, dalam Pasal 9. Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang

Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-

Undangan Senjata Api. Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi :

Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan

dan Pengendalian Senjata Api. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun

2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk

Kepentingan Olahraga. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara No.

No. 11/Pid.Sus/2014/PN.Jkt. Tim ini dilakukan sesuai dengan

fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan

terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini

diterapkan ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12

Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Tuntutan

Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi yakni

menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti

bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

mengeluarkan dari Indonesia berupa senjata apt, amunisi atau suatu
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bahan peledak"; dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun 

dan 6 (enam) bulan.  

2.  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku 

yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin 

pada studi kasus Putusan No. 11/Pid.Sus/2014/PN.Jkt. Tim 

berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan 

Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat 

Dakwaan oleh Penuntut Umum. Serta fakta-fakta yang terungkap 

di persidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. 

Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih 

dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan 

dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang 

setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat 

terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini telah 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.  

5.2. Saran  

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 

penulisan tesis ini, sebagai berikut:  

1.  Banyaknya warga yang memproteksi dirinya dengan senjata api, 

baik senjata api legal maupun ilegal dan banyaknya kasus 

penyalahgunaan senjata api legal oleh warga sipil, sebaiknya pihak 

berwajib tidak mempermudah pemberian izin, dan persyaratannya 

pun perlu diperketat.  

2.  Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak Kepolisian 

dengan melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi 

aksi kejahatan. Disamping itu Polri dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian senjata api bagi warga sipil selayaknya menggunakan 

saran media sosial (secara online). 
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